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KATA PENGANTAR 

Puji Syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah S.W.T, karena atas izinNya 

jualah penulisan skripsi ini dapat diselesaikan sebagaimana mestinya. 

Penulisan skripsi ini mengambil judul Analisis Pengaruh Kegiatan 

Ekstensifikasi Terbadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Studi 

Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang-llir Barat). Penulisan 

skripsi ini dibagi dalam lima bab, terdiri dari Bab I Pendahuluan, Bab II Tinjauan 

Pustaka, Bab III Gambaran Umum lnstansi, Bab IV Analisis dan Pembahasan, dan 

Bab V Kesimpulan dan Saran. 

Data utama yang digunakan adalah data sekunder instansi yang diperoleh 

melalui seksi KPP Pengolahan Data dan lnformasi KPP Pratama Palembang llir 

Barat dan akses melalui website-website pajak di internet. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan ekstensifikasi selama tahun 

2005-2009 efektif untuk menambah jumlah wajib pajak, tetapi penambahan jurnlah 

wajib pajak tersebut tidak efektif menambah jumlah penerimaan. Hal ini terlihat dari 

hasil analisis dengan menggunakan koefisien korelasi. Ketidakefektifan 

ekstensifikasi dalam meningkatkan penerimaan pajak disebabkan karena dari jumlah 

wajib pajak yang bertambah kebanyakan adalah dari golongan karyawan, yang 

sebenamya walaupun mereka belum punya NPWP penghasilan mereka telah 

dikenakan pajak. Oleh karena itu untuk meningkatkan penerimaan, pelaksanaan 

ekstensifikasi harus difokuskan untuk mengejar orang-orang yang berpenghasilan 

tinggi dan punya aset banyak, contohnya usahawan. Selain itu harus sering dilakukan 

penyuluhan atau sosialisasi pajak sehingga dapat menumbuhkan kesadaran dalam 

diri wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. 

Penulis berharap kiranya skripsi ini dapat memberikan kontribusi bagi perbaikan 

kinerja instansi dan bahan masukan akademisi bagi penelitian perpajakan. 
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Dewi Aryani 
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Analisis Pengaruh Kegiatan Ekstensifikasi Terhadap Penerimaan Pajak 
Penghasilan Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Palembang-Dir Barat) 

Abstraksi 
Penelitian ini bertujuan untuk I) menganalisis pengaruh pelaksanaan 

ekstensifikasi melalui penambahan wajib pajak terhadap jumlah wajib pajak orang 
pribadi dan penerimaan negara atas pajak penghasilan orang pribadi pada KPP 
Pratama Palembang Ilir Barat dan 2) membahas apa saja upaya-upaya untuk 
mendukung keberhasilan pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi efektif 
untuk menambah jumlah wajib pajak. Hal ini terlihat dari jumlah wajib pajak orang 
pribadi yang terus bertambah dari tahun ke tahun selama periode waktu 5 tahun 
(2005-2009). Tetapi, bertambahnya jumlah wajib pajak tidak efektif untuk 
menambah jumlah penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. Berdasarkan hasil 
analisis dengan menggunakan koefisien korelasi, pengaruh antarajumlah wajib pajak 
orang pibadi dan jumlah penerimaan pajak penghasilan orang pribadi adalah sebesar 
0, 124. Hal ini berarti pengaruh antara kedua variabel tersebut adalah bersifat sangat 
lemah atau tidak terdapat pengaruh sama sekali dan dapat diabaikan. Yang berarti 
bahwa perubahan jumlah wajib pajak tidak akan mempengaruhi jumlah penerimaan 
pajak. 

Untuk membuat kegiatan ekstensifikasi dapat efektif dalam menambah 
penerimaan pajak, penulis menyarankan agar dalam pelaksanaannya harus 
difokuskan untuk menjaring wajib pajak baru yang produktif, contohnya usahawan. 
Sehingga selain dapat menambah jumlah wajib pajak juga dapat menambah 
penerimaan pajak. 

Kata Kunci: Ekstensifikasi Wajib Pajak, Wajib Pajak Orang Pribadi, dan Pajak 
Penghasilan Orang Pribadi 
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Analysis Extension Activities Effect Against Personal Income Tax Receipts 
(Case Study On Primary Tax Office Palembang-llir West) 

Abstract 
This study aims to I) analyze the effect of extending the implementation through 

the addition of the taxpayer against the amount individual taxpayers and state 
revenues for individual income tax on Primary Tax Office Palembang-llir West and 
2) to discuss what measures to support the successful implementation of extending 
the tax payers . 

The results showed that extending the effective execution of activities to 
increase the number of taxpayers. This is evident from the number of individual 
taxpayers who continue to grow from year to year during the 5-year period (2005-
2009). However, the increasing number of taxpayers is not effective to increase the 
number of individual income tax receipts. According to analysis using correlation 
coefficients, the influence of the number of personal taxpayers and the amount of 
individual income tax revenues amounted to 0.124. This means that the influence 
between two variables is to be very weak or have no effect at all and can be ignored. 
Which means that changes in the number of taxpayers will not affect the amount of 
tax revenue. 
To create extension activities can be effective in increasing tax revenue, the authors 
suggested that the implementation should be focused to attract new taxpayers 
earning, for example business travelers. So that in addition can increase the amount 
taxpayers can also add tax revenue. 

Keywords: Mandatory Extension of Tax, Personal Tax Payer, and the Personal 
Income Tax 
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1.1. Latar Belakang 

BABI 

PENDAHULUAN 

Sebagian besar negara di dunia ini memiliki sistem perpajakan untuk membiayai 

pengeluaran pemerintahnya. Tidak terkecuali dengan Indonesia, dimana pajak 

menjadi tulang punggung untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah 

dalam rangka menyediakan barang publik dan jasa publik. Pajak merupakan salah 

satu penerimaan negara yang sangat penting artinya bagi pelaksanaan dan 

peningkatan pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan 

kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Pajak merupakan kontributor terbesar bagi 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, artinya pajak berperan besar dalam 

mengurangi ketergantungan negara kita terhadap hutang luar negeri. 

Pajak mempunyai dua fungsi pokok, yaitu sebagai fungsi anggaran dan fungsi 

regulasi. Sebagai fungsi, anggaran pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran

pengeluaran pemerintah dan sebagai fungsi regulasi, pajak digunakan untuk 

mengatur dan melaksanakan kebijakan di bidang ekonomi, sosial dan politik. Di 

bidang sosial, pajak digunakan untuk mengurangi kesenjangan sosial yang terjadi di 

masyarakat. Di bidang ekonomi, pajak digunakan sebagai sarana pemerataan 

ekonomi rakyat. Sedangkan di bidang politik, pajak digunakan untuk melegalisasi 

kebijakan pemerintah. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa Wajib Pajak telah menjadi 

pahlawan pembangunan demi eksistensi negara. Sementara itu di sisi lain, fiskus 

sebagai aparat yang bertugas untuk memungut pajak juga telah memberikan andil 

yang tidak sedikjt dalam proses pengumpulan dana pembangunan. 

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, bahwa pajak merupakan kontributor 

terbesar bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, oleh karena itu pemerintah 



menggiatkan usaha untuk mengenakan pajak pada berbagai kegiatan, kejadian, dan 

perbuatan tertentu dengan cara menyempumakan sistem pembayaran pajak, seperti 

pemberian penghargaan bagi pembayar pajak terbesar dan diterapkannya system self 

assessment. Undang-undang perpajakan Indonesia sejak tahun 1984 telah menganut 

sistem self assessment. Self Assessment adalah suatu sistem yang menentukan bahwa 

rakyat yang telah memenuhi syarat sebagai wajib pajak secara otomatis harus 

menghitung dan menetapkan sendiri berapa besarnya pajak terutang, 

menyetorkannya ke kas negara dan mempertanggungjawabkan penghitungan, 

penetapan, dan pembayaran pajak tersebut kepada otoritas perpajakan yang disebut 

dengan istilah Fiskus. Dalam pemberlakuan sistem self assesment ini, kepatuhan 

Wajib Pajak diharapkan dapat meningkat. DJP berusaha menjadikan kepatuhan 

tersebut sebagai hal yang mudah dan murah tetapi di lain pihak bersikap adil dan 

tegas kepada Wajib Pajak yang tidak patuh. 

Pemerintah terus berusaha untuk memaksimalkan penerimaan negara dari sektor 

pajak. Berbagai kebijakan baru di bidang perpajakan mulai ditinjau ulang dan 

diberlakukan dengan tegas. Hal ini diawali dengan refonnasi perpajakan tahun 

1983. Dari tahun ke tahun telah dilakukan berbagai langkah dan kebijakan untuk 

meningkatkan penerimaan pajak. Kebijakan tersebut dapat dilakukan melalui 

penyempurnaan perundang-undangan, penerbitan peraturan-peraturan baru di bidang 

perpajakan, meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak maupun menggali sumber

sumber pajak lain. Selain itu Direktorat Jenderal Pajak (DJP) juga melaksanakan 

perbaikan atas sistem pelayanan kepada masyarakat, mulai dari cara penyampaian 

informasi perpajakan, penyuluhan, sistem administrasi pajak, hingga pengawasan 

atas pelaksanaan lapangan dengan harapan dapat mempermudah Wajib Pajak dalam 

memenuhi kewajiban perpajakannya. Adapun cara lain yang ditempuh pemerintah, 
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khususnya Direktorat Jenderal Pajak, adalah dengan meningkatkan jumlah wajib 

pajak melalui program ekstensifikasi Wajib Pajak. Selama bertahun-tahun kegiatan 

ekstensifikasi Wajib Pajak dilakukan melalui penyuluhan secara langsung. seminar 

dan iklan diberbagai media massa sehingga diharapkan kesadaran Wajib Pajak 

untuk mendaftarkan diri makin bertambah dari tahun ke tahun. Namun, untuk 

Jebih meningkatkan jumlah Wajib Pajak terdaftar, mulai tahun 2001 DJP 

melaksanakan program ekstensifikasi Wajib Pajak yaitu melalui program canvassing 

atau penyisiran. 

Menurut sumber Siaran Pers Ditjen Pajak, 25 Agustus 2005 

(www.kanwilpajakkhusus.depkeu.go.id, 2005), dikatakan bahwa sejak tahun 2001, 

Direktorat Jenderal Pajak telah merencanakan untuk melakukan kegiatan 

ekstensifikasi wajib pajak secara terus-menerus dan berkesinambungan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga sesuai 

dengan kesimpulan Rapat Kerja Panitia Anggaran DPR RI dengan pemerintah RI 

tanggal I 6 Juli 200 I. Ekstensifikasi diartikan sebagai suatu kegiatan mencari sesuatu 

yang sembunyi yaitu subjek pajak yang telah memenuhi syarat sebagai wajib pajak 

tetapi belum terdaftar sebagai wajib pajak. Kegiatan ekstensifikasi ini dilakukan 

untuk memberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kepada Wajib Pajak Orang 

Pribadi yang berstatus sebagai pengurus, komisaris, pemegang saham/pemilik dan 

pegawai, maupun Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha 

dan/atau memiliki tempat usaha di pusat perdagangan dan/atau pertokoan. Kegiatan 

Ekstensifikasi ini dilakukan oleh kantor Pelayanan Pajak Pratama melalui seksi 

Ekstensifikasi Perpajakan. Untuk mengoptimalkan penerimaan negara, DJP 

membuat blueprint IO tahun DJP. Blueprint tersebut berisi rencana fokus tindakan 
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setiap tahun dan dimulai dari tahun 2001. Kegiatan tahun 2001 dititikberatkan pada 

konsolidasi internal dan canva5sing. 

Melalui kegiatan ekstensifikasi yang bertujuan untuk penambahan wajib pajak 

dengan cara pemberian NPWP dengan memperhatikan asas domisili, sedangkan 

pemenuhan kewajiban perpajakan tirnbul sebagai akibat pemberian NPWP tetap 

mengacu pada prinsip self assessment. dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan 

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diharapkan kepatuhan Wajib 

Pajak khususnya Wajib Pajak Orang Pribadi akan meningkat sehingga pendapatan 

terhadap kas negara pun akan meningkat. Berdasarkan pemikiran tersebut, penulis 

mencoba melakukan penelitian pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang-Ilir 

Barat untuk memperoleh data mengenai jumlah wajib pajak orang pribadi serta 

penerimaan pajak atas pajak penghasilan dari tahun 2005 hingga tahun 2009, yang 

hasilnya dituangkan dalam skripsi dengan judul "Analisis Pengaruh Kegiatan 

Ekstensifikasi Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Studi 

Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang-llir Barat)" 

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat ditentukan rumusan masalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana pengaruh pelaksanaan ekstensifikasi melalui penambahan wajib pajak 

terhadap jumlah wajib pajak orang pribadi dan penerimaan negara atas pajak 

penghasilan orang pribadi? 

2. Apa saja upaya-upaya untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan ekstensifikasi 

wajib pajak? 
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1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.l Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini mempunyai tujuan sebagai 

berikut: 

I. Untuk mengetahui pengaruh dari dilaksanakannya ekstensifikasi melalui 

penambahan wajib pajak terhadap jumlah wajib pajak orang pribadi dan 

penerimaan negara atas pajak penghasilan. 

2. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan untuk mendukung keberhasilan 

pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak. 

1.3.2. Manfaat Penelitian 

I. Bagi Pihak Fiskus 

Memberikan informasi kepada pihak fiskus tentang seberapa besar pengaruh 

ekstensifikasi terhadap jumlah wajib pajak orang pribadi dan penerimaan pajak 

penghasilan pada wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang-Ilir Barat. 

I. Bagi Penulis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengalaman, meningkatkan 

pengetahuan dan menambah wawasan penulis mengenai pelaksanaan kegiatan 

ekstensifikasi wajib pajak khususnya wajib pajak orang pribadi serta memahami 

peranannya yang penting dalam kegiatan perpajakan. 

2. Bagi kalangan Akademisi-Institusi akademis, staf pengajar dan mahasiswa: 
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a. Menambah wawasan keilmuan mengenai kegiatan ekstensifikasi wajib pajak 

serta pengaruhnya terhadap jumlah wajib pajak orang pribadi dan penerimaan 

pajak penghasilan orang pribadi. 

b. Sebagai bahan pertimbangan dan bahan kajian bagi rekan-rekan mahasiswa 

dalam penulisan karya ilmiah pada bidang yang sama di masa yang akan 

datang. 

1.4. Metodologi Penelitian 

1.4.1. Ruang Lingkup Penelitian 

Dalam penulisan skripsi ini, ruang lingkup penelitian dibatasi pada pembahasan 

masalah mengenai pengaruh kegiatan ekstensifikasi melalui penambahan wajib 

pajak terhadap jumlah wajib pajak dan penerimaan pajak penghasilan orang 

pribadi, dengan studi kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang

Ilir Barat, selama periode waktu 5 tahun (2005-2009). 

1.4.2. Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah Studi 

Lapangan (Field Research). 

Yaitu suatu metode pengumpulan data dengan cara penulis datang langsung ke 

Kantor Pelayanan Pajak Palembang-llir Barat untuk mendapatkan data-data 

yang diperlukan dalam penelitian ini. Dalam metode ini penulis melakukan : 

I. Wawancara ( Interview ), yaitu suatu metode pengumpulan berita, data, atau 

fakta di lapangan. Prosesnya dilakukan secara langsung dengan bertatap 
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muka langsung (face to face) dengan narasumber. Dalam hat ini, 

narasumber yang dimaksud adalah petugas pajak (fiskus). 

2. Dokumentasi, yaitu tekhnik pengumpulan data-data dari sumber-sumber, 

dokumen-dokumen yang berkaitan dengan ekstensifikasi wajib pajak di 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang-Ilir Baral. 

1.4.3. Somber Data dan Jenis Data 

1.4.4.1. Somber Data 

Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh peneliti 

secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak 

lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah 

tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak 

dipublikasikan. Dalam penelitian ini data yang digunakan diperoleh dari KPP 

Pratama Palembang Ilir Barat, melalui seksi Pengolahan Data dan Informasi (POI). 

Data-data yang dimaksud yaitu data jumlah penerimaan pajak dari tahun 2005-2009, 

datajumlah wajib pajak dari tahun 2005-2009, sejarah terbentuknya instansi, struktur 

organisasi dan pembagian tugas. 

1.4.4.2. Jenis Data 

a. Data Subyek, Jenis data penelitian yang berupa opini, sikap, pengalaman, atau 

kerakteristik dari seseorang atau sekelompok orang yang menjadi subyek 

penelitian (responden) berupa lisan (verbal) maupun tulisan. Dalam penelitian ini 

ada data yang diperoleh berupa respon verbal yaitu berupa tanggapan atas 

pertanyaan yang diajukan oleh peneliti dalam wawancara. 
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b. Data Dokumenter, yaitu jenis data yang sudah didokumentasikan. Dalam 

penelitian ini data dokumenter tersebut antara lain berupa jumlah wajib pajak 

orang pribadi dan peneriman pajak penghasilan dari tahun 2005 sampai tahun 

2009. 

1.4.4. Metode Analisis Data 

• Analisis Kualitatif 

Data kualitatif yang digunakan berupa dokumen-dokumen yang berhubungan 

dengan topik permasalahan. Dalam penulisan ini, penulis akan menggunakan 

metode deskriptif dengan mengkaji sumber sekunder. 

• Analisis Kuantitatif 

Analisis kuantitatif menekankan pada pengujian teori-teori melalui pengukuran 

variabel-variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan 

prosedur statistik. Untuk menganalisis data akan digunakan program SPSS versi 

13. Data-data akan diolah dengan menggunakan rumus Koefisien Korelasi. 

Koefisien ini berusaha mencari seberapa besar pengaruh antara variabel 

independen dengan variabel dependen. Analisis ini akan digunakan untuk 

menguji apakah ada pengaruh antara penambahan jumlah wajib pajak dengan 

penerimaan pajak selama periode 5 tahun (2005-2009). Bila r = 0 atau mendekati 

0, maka pengaruh antara kedua variabel sangat lemah atau tidak terdapat 

pengaruh sama sekali dan dapat diabaikan. Bila r = +1 atau mendekati 1, maka 

korelasi antara dua variabel dikatakan positif dan kuat sekali. Bila r = -I atau 

mendekati I, maka korelasi dikatakan sangat kuat dan negatif. 
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1.5. Sistcmatika Pembahasao 

Sistematika pembahasan penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan 

gambaran yang jelas tentang penelitian yang akan dilakukan, sehingga tujuan dari 

penelitian ini bisa terpenuhi dan penelitian bisa tersusun secara sistematik yang bisa 

menunjukkan suatu keterikatan. Sesuai dengan sifat dan materi yang akan dibahas, 

maka penyusunan skripsi ini akan dibagi dalam 5 bab. Sistematika pembahasan ini 

dapat diperinci sebagai berikut : 

Bab I. Pendahuluan 

Bab ini menerangkan mengenai latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan 

dan manfaat penelitian yang hendak dicapai oleh penulis, metodologi penelitian, dan 

sistematika pembahasan. 

Bab II. Tinjauan Pustaka 

Pada bab ini diuraikan mengenai landasan teori dan penelitian terdahulu pada bidang 

yang sama. Untuk landasan teori diuraikan pandangan-pandangan secara teoritis 

mengenai masalah yang akan diteliti, yang terdiri dari pengertian pajak, fungsi pajak, 

pembagian jenis pajak, sistem pemungutan pajak, cara pengenaan utang pajak, 

yurisdiksi pemungutan pajak, pajak penghasilan, Nomor Pokok Wajib Pajak 

(NPWP), hak dan kewajiban wajib pajak, serta ekstensifikasi wajib pajak. 

BAB III. Gambaran Umum Instansi 

Dalam bab ini akan diberikan gambaran mengenai keadaan umum KPP Pratama 

Palembang-llir Barat yang meliputi sejarah singkat terbentuknya instansi, kegiatan 

dan ruang lingkup instansi, struktur organisasi dan pembagian tugas serta fungsi 
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masing-masing bagian (job description), visi dan misi organisasi, serta data dan fakta 

yang berhubungan dengan pennasalahan yang akan dibahas. 

BAB IV. Analisis dan Pembahasan 

Pada bab ini akan diuraikan analisis data yang berkaitan dengan perumusan masalah. 

Data akan dianalisis menggunakan metode kualitatif dan kuntitatif berdasarkan teori

teori yang telah ada. 

BAB V. Kesimpulan dan Saran 

Pada bab ini akan diuraikan kesimpulan yang bisa ditarik dari penelitian yang telah 

dilakukan dan saran-saran yang relevan berdasarkan kesimpulan yang telah diperoleh 

dan sebagai masukan-masukan yang cukup berarti bagi objek penelitian. 
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